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Kata Pengantar 
 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan 

karunia-Nya buku Desentralisasi dan Tata Kelola Pemerintahan 

Daerah di Indonesia dapat diselesaikan. Karya ini lahir dari 

keyakinan bahwa mutu layanan publik adalah pilar kemajuan 

bangsa, sekaligus kesadaran bahwa percepatan teknologi, 

dinamika politik–ekonomi, dan ekspektasi warga yang kian tinggi 

menuntut cara kerja baru: berpikir strategis berbasis bukti dan 

bertindak demokratis dengan menghormati martabat setiap orang. 

Bab-bab awal menggarisbawahi alasan desentralisasi dan public 

value—bahwa otonomi bukan sekadar memindah kewenangan, 

melainkan mendesain ulang relasi negara–warga agar nilai publik 

lebih terasa dan terukur.  

Buku Desentralisasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di 

Indonesia ini disusun sebagai panduan komprehensif yang 

menjembatani analisis akademik dan kebutuhan praktis. Sasaran 

pembaca meliputi akademisi, praktisi, aparatur, pelaku usaha, 

komunitas civic tech, jurnalis kebijakan, dan warga yang peduli—

untuk memahami secara utuh, merancang dengan presisi, dan 

mengimplementasikan layanan yang efektif sekaligus berkeadilan. 

Orientasi utamanya tegas: bergerak dari output administratif 

menuju outcome yang benar-benar dirasakan warga, terutama 

kelompok paling rentan.  

Struktur buku dirancang bertahap namun saling terhubung. 

Bagian konseptual membuka landasan, diikuti peta aktor dan tata 

kelola kolaboratif, lalu strategi transformasi digital yang 
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menempatkan data sebagai infrastruktur publik melalui arsitektur 

SPBE, one data governance, dan penguatan keamanan siber serta 

privasi—agar layanan lintas kanal terasa sebagai satu sistem yang 

andal.  

Bagian menengah menyuguhkan seperangkat alat 

operasional: service blueprint, indikator yang membumi (misalnya 

first-time success rate dan waktu layanan ujung-ke-ujung), kontrak 

berbasis kinerja, open API, data portability, privacy by design, 

hingga disiplin portfolio management untuk mencegah pilotitis. 

Pada ranah integritas, pembaca menemukan panduan risk-based 

compliance, keterbukaan beneficial ownership agar konflik 

kepentingan dapat disaring otomatis dalam pengadaan dan 

perizinan, serta desain whistleblowing yang aman, adil, dan 

terlindungi.  

Pada tataran kolaborasi teritorial, buku menempatkan kerja 

sama daerah dan tata kelola kawasan sebagai strategi 

meningkatkan nilai publik pada skala yang pas mulai dari shared 

services untuk city region, pengelolaan kawasan metropolitan, 

hingga mekanisme koordinasi lintas batas administratif dan 

otonomi asimetris. Opsi kelembagaan disajikan dari IMC/shared 

services hingga otoritas metropolitan, lengkap dengan manfaat, 

risiko, prasyarat, dan kapan paling relevan diterapkan.  

Bab-bab akhir mengulas pengadaan modern dan KPBU 

(perencanaan kontrak, digitalisasi LPSE/e-catalog/FA, alokasi 

risiko dan bankability, kinerja penyedia–sengketa), penguatan 

pemerintahan desa beserta ekosistem ekonomi lokal, hingga 

horizon 2030–2045 yang menautkan harmonisasi regulasi, 

ketangguhan fiskal–iklim, dan smart region (integrasi mobilitas, 

energi, dan layanan dasar) sebagai agenda lintas generasi—bukan 

sekadar slogan.  
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Ucapan terima kasih disampaikan kepada aparatur, peneliti, 

pendidik, komunitas civic tech, pelaku usaha, dan pembaca awal 

atas masukan berharga dari contoh lapangan, catatan metodologis, 

hingga pattern dan playbook yang memastikan naskah ini tetap 

membumi dan relevan untuk keputusan serta tindakan yang dapat 

diaudit publik.  

Sebagai penutup kata pengantar, nadanya sengaja praktis: 

jadikan buku ini peta kerja. Tetapkan ukuran yang berarti, 

sederhanakan satu alur yang menyulitkan, pulihkan satu feedback 

loop yang terputus, dan bagikan pelajarannya. Keberhasilan layak 

diakui ketika warga merasakan layanan yang lebih cepat, lebih 

jelas, dan lebih adil. 

 

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si. 
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Bagian 1 — Alasan Desentralisasi dan 

Nilai Publik 

 

 “Kekuatan bangsa-bangsa bebas berakar pada lembaga-

lembaga lokal.” — Alexis de Tocqueville  

 

 

Desentralisasi bukan sekadar pemindahan kewenangan dari 

pusat ke daerah, melainkan desain ulang hubungan negara–warga 

untuk menghasilkan public value yang lebih terasa dan terukur. 

Kedekatan pemerintah daerah dengan konteks sosial-ekonomi 

setempat menjanjikan kepekaan kebijakan yang lebih tinggi, 

proses yang lebih akuntabel, dan layanan yang lebih relevan. 

Namun janji tersebut hanya terwujud bila arsitektur kelembagaan, 

insentif fiskal, dan budaya kinerja diselaraskan secara sistemik. 

Bab ini menyajikan rasional kebijakan berbasis prinsip 

subsidiaritas dan public value, memetakan tipologi desentralisasi, 

merumuskan kerangka good governance yang operasional di 

tingkat daerah, serta meluruskan sejumlah miskonsepsi populer 

dengan rujukan teoretik inti dan bukti yang mutakhir. 
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Bagian 2 — Trajektori Otonomi Daerah 

Indonesia 

 

 

 “There is no panacea; institutional diversity is essential 

for adaptation.” — Elinor Ostrom 

 

 

 

Trajektori otonomi daerah di Indonesia tidak pernah 

bergerak secara linear, melainkan melalui gelombang kalibrasi 

antara dorongan kedekatan layanan dengan kebutuhan koordinasi 

lintas wilayah. Sejarahnya memperlihatkan tarik-menarik yang 

sehat antara aspirasi demokratisasi lokal, efisiensi 

penyelenggaraan urusan, dan tujuan pemerataan yang melampaui 

batas administratif. Bab ini menempatkan perjalanan tersebut 

dalam empat lensa yang saling melengkapi: fase historis dan 

pergeseran kewenangan, arsitektur urusan antar-tingkatan 

pemerintahan, reformasi kelembagaan beserta pelajaran kunci, 

serta dinamika penataan Daerah Otonom Baru (DOB) dan 

implikasi langsungnya terhadap layanan warga. 
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Bagian 3 — Tata Kelola Multi Level di 

Praktik 

 

 

 “Kekuatan tata kelola lahir ketika kewenangan bertemu 

kepercayaan.” 

 

 

Dalam masyarakat yang semakin kompleks, tata kelola publik 

tidak lagi efektif bila bertumpu pada satu pusat komando yang 

serba menentukan. Pemerintahan modern beroperasi di atas 

jaringan kewenangan yang tersebar, dari tingkat pusat hingga 

lokal, dan berkelindan dengan organisasi nonpemerintah, dunia 

usaha, komunitas warga, serta ekosistem pengetahuan. Bab ini 

menelaah cara multi-level governance bekerja di praktik: 

bagaimana koordinasi vertikal dan horizontal dibangun, 

bagaimana whole-of-government berjumpa dengan network 

governance, bagaimana warisan New Public Management 

ditransformasikan melalui agenda public value lokal, dan 

bagaimana co-production memposisikan warga sebagai mitra 

setara dalam siklus layanan. Pembahasan menekankan rancangan 

institusional yang memungkinkan, kapasitas yang menggerakkan, 

serta data yang mengikat proses menjadi akuntabel dan terus 

belajar (UN DESA, 2024). 
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Bagian 5 — Perencanaan Berbasis Bukti 

yang Terpadu 

 

 

“Data tanpa konteks melahirkan kebijakan buta; konteks 

tanpa data melahirkan kebijakan tuli.” 

 

 

Bab ini menempatkan perencanaan sebagai jembatan antara 

bukti dan tindakan, antara visi jangka panjang dan kebutuhan 

harian, antara standar nasional dan keragaman lokal. Perencanaan 

berbasis bukti yang terpadu bukan sekadar teknik menyusun 

dokumen, melainkan sebuah disiplin untuk mengelola 

ketidakpastian, mengurangi policy failure, dan memastikan setiap 

rupiah anggaran berubah menjadi nilai bagi warga. Integrasi lintas-

horizon (RPJPD–RPJMD/RPD–RKPD), sinkronisasi prioritas 

nasional–daerah, partisipasi publik yang bermakna melalui 

musrenbang dan feedback loop, serta arsitektur indikator (IKU–

IKD) dengan baseline, target, dan evaluasi yang ketat, adalah empat 

penopang utama yang akan kita ulas. Penguatan governance 

digital—standar data, interoperabilitas, dan dashboards kinerja—

menjadi akselerator agar keputusan lebih cepat, transparan, dan 

traceable (UN DESA, 2024). 
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Bagian 6 — Desentralisasi Fiskal untuk 

Kinerja Publik 

 

 

" A budget is not just a collection of numbers; it is an 

expression of our values and aspirations.” — Jacob Lew 

 

 

Desentralisasi fiskal adalah mesin yang mengonversi mandat 

demokratis menjadi layanan publik yang nyata. Tanpa arsitektur 

pendanaan yang sehat, siklus APBD yang disiplin, dan 

penganggaran berbasis kinerja yang ketat, otonomi mudah 

berakhir sebagai kebebasan memilih prosedur tanpa hasil. Bab ini 

membahas ekologi pendanaan daerah, mengurai tahapan krusial 

dalam siklus APBD, menata instrumen performance-informed 

budgeting untuk efisiensi belanja, serta merinci strategi 

optimalisasi PAD melalui tata kelola pajak, retribusi, aset, dan 

BUMD yang berorientasi value for money. 
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Bagian 7 — ASN Unggul dan Budaya 

Kinerja 

 

 

 “Disiplin membentuk keunggulan; keunggulan 

melahirkan kepercayaan.” 

 

 

Bab ini menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai 

lokomotif tata kelola yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi 

hasil. Keunggulan ASN tidak dibangun oleh prosedur semata, 

melainkan oleh job architecture yang jelas, rekrutmen–promosi 

berbasis merit dan talent pool, sistem kinerja yang mengikat KPI, 

kontrak kinerja, dan insentif, serta etika publik dan kepemimpinan 

perubahan yang menumbuhkan rasa aman untuk bekerja benar. 

Landasan regulatif domestik—terutama UU No. 20 Tahun 2023 

tentang ASN—memberi ruang untuk transformasi manajemen 

talenta, mobilitas antarlembaga, dan digitalisasi proses, sementara 

pembelajaran global menegaskan pentingnya budaya kinerja yang 

konsisten dari pusat hingga unit layanan terdepan (Indonesia, 

2023; OECD, 2023).  
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Bagian 8 — SPBE dan Tata Kelola Data 

Daerah 

 

 

  “Data is a precious thing and will last longer than the 

systems themselves.” — Tim Berners-Lee 

 

 

SPBE yang matang bukan sekadar aplikasi yang banyak, 

melainkan sebuah arsitektur yang membuat layanan publik 

menyatu, data mengalir aman, dan pengalaman warga terasa 

sederhana. Ketika arsitektur, tata kelola data, dan keamanan siber 

dirancang sebagai satu ekosistem, pemerintah daerah punya 

fondasi untuk melayani secara konsisten lintas kanal balai 

pelayanan terpadu, web portal, aplikasi seluler, hingga contact 

center. Bab ini memaparkan empat pilar: arsitektur SPBE dan 

interoperabilitas layanan; one data governance dengan standar dan 

kualitas data; rancangan layanan digital MPP, OSS-RBA, dan omni-

channel; serta penguatan keamanan siber, privasi, dan keandalan 

infrastruktur agar transformasi digital bertahan dalam jangka 

panjang dan dipercaya publik. 
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Bagian 9 — Desain Layanan Publik 

Berbasis Warga 
 

 

  “Layanan yang baik dimulai dari mendengar, bukan 

menerka.” 

 

 

Bab ini menempatkan warga sebagai pusat desain layanan, 

bukan sekadar penerima kebijakan. Desain berbasis warga 

menuntut pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai 

garis dasar, service charter sebagai janji layanan yang dapat diaudit, 

serta journey mapping untuk memetakan pengalaman pengguna 

dari ujung ke ujung. Kerangka kelembagaan mendukung inovasi 

melalui model BLUD yang memberi kelenturan operasional, namun 

tetap mengikat akuntabilitas kinerja. Pendekatan inovasi dipandu 

design thinking dan lean service agar solusi teruji kebutuhan nyata, 

cepat iterate, dan hemat sumber daya. Pengukuran kepuasan dan 

service recovery menjadi sirkuit balik yang menjaga kepercayaan 

publik ketika terjadi kegagalan layanan. Semua itu dirangkai agar 

layanan publik lebih relevan, inklusif, efisien, dan dipercaya. 
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Bagian 10 — Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah 
 

 

 “What gets measured gets managed.” — Peter Drucker 

 

 

Akuntabilitas kinerja di tingkat daerah bukan sekadar 

pameran angka, melainkan disiplin institusional untuk 

memastikan setiap rupiah publik menghasilkan perubahan yang 

dirasakan warga. Pada era desentralisasi, akuntabilitas menuntut 

tata-kelola yang menautkan strategi, anggaran, proses, data, dan 

perilaku birokrasi ke dalam satu sistem pembelajaran yang 

berulang. Bab ini memaparkan bagaimana Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bergeser dari pelaporan 

keluaran menuju tata-kelola berorientasi outcome; bagaimana 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memetakan risiko 

dan merancang kontrol kunci; bagaimana Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) memfokuskan fungsi assurance–

consulting dan menyinergikan tindak lanjut atas rekomendasi 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); serta bagaimana akuntabilitas 

sosial melalui open data dan citizen report card memperluas 

jangkauan pengawasan hingga ke pengalaman warga sehari-hari. 
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Bagian 11 — Integritas Sistemik dan 

Antikorupsi 
 

 

 “Integritas yang bertahan bukan kebetulan, melainkan 

arsitektur.” 

 

 

Bab ini menegaskan bahwa antikorupsi yang efektif tidak 

bertumpu pada kampanye sesaat, tetapi pada system design yang 

menyatukan pemetaan kerawanan, compliance management, 

transparansi beneficial ownership, kanal whistleblowing yang aman, 

serta budaya integritas yang hidup di keseharian layanan publik. 

Pendekatan ini memadukan kerangka global—standar compliance 

dan antisuap, pedoman whistleblowing, serta standar keterbukaan 

kepemilikan manfaat—dengan praktik lokal yang menyesuaikan 

risiko sektor dan konteks kelembagaan. Bukti komparatif terbaru 

menekankan pentingnya strategi integritas yang whole-of-

government dan whole-of-society agar risiko korupsi dapat dikelola 

secara proaktif, bukan sekadar reaktif terhadap skandal (OECD, 

2025). 
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Bagian 12 — Pengadaan Modern dan 

Skema KPBU 
 

 

  “Price is what you pay; value is what you get.” — Warren 

Buffett 

 

 

Pengadaan modern adalah seni mengubah tujuan kebijakan 

menjadi kontrak yang terukur nilainya, terkelola risikonya, dan 

terjaga integritasnya. Di tingkat daerah, kualitas pengadaan 

menentukan kecepatan layanan publik, efisiensi belanja, dan 

kredibilitas tata kelola di mata warga serta pasar. Bab ini 

menautkan tiga hal yang sering dipisah: perencanaan yang tajam, 

orkestrasi digital yang rapi, dan pembiayaan kreatif melalui skema 

Public–Private Partnership atau KPBU. Di ujung proses, kinerja 

penyedia dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi pagar 

keselamatan agar nilai publik tetap terjaga, meski terjadi deviasi, 

gangguan pasokan, atau perubahan konteks ekonomi. 

A. Perencanaan pemilihan kontrak dan serah terima 

Perencanaan pengadaan yang andal selalu dimulai dari 

definisi masalah publik yang jernih, pemetaan opsi intervensi, 

serta analisis pasar yang jujur mengenai struktur industri dan 

kapasitas penyedia lokal. Tanpa diagnosis awal yang kuat, metode 

pemilihan cenderung ditentukan oleh kebiasaan, bukan 
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Bagian 13 — Kerja Sama Daerah dan 

Tata Kelola Kawasan 
 

 

  “Garis batas di peta tidak boleh membatasi manfaat 

bersama.” 

 

 

Bab ini menempatkan kerja sama daerah sebagai sarana 

strategis untuk meningkatkan nilai publik pada skala kawasan. 

Ketika aktivitas manusia, mobilitas komuter, rantai pasok, dan 

aliran data menembus batas administratif, tata kelola yang efektif 

harus berevolusi dari “organisasi tunggal” menuju “ekosistem 

wilayah”. Pembahasan berfokus pada empat hal: shared services 

dan pengelolaan city region; desain kelembagaan pada kawasan 

metropolitan, perbatasan, kepulauan, dan hinterland; mekanisme 

koordinasi lintas batas administratif; serta otonomi asimetris 

sebagai instrumen kebijakan. Argumen bab ini memadukan 

temuan mutakhir tentang pemerintahan multilevel, manajemen 

metropolitan, serta praktik inter-municipal cooperation (IMC) agar 

daerah mampu mencapai skala yang pas, mengurangi duplikasi, 

dan mengunci akuntabilitas kinerja (OECD, 2023; UN-Habitat, 

2022). 
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Bagian 14 — Pemerintahan Desa dan 

Ekonomi Lokal 
 

 

 “Desa kuat, negara bermartabat.” — Catatan kebijakan. 

 

 

Desa bukan sekadar satuan administrasi terendah, melainkan 

ruang hidup sosial ekonomi yang menumbuhkan kohesi, identitas, 

dan ketahanan masyarakat. Di sinilah hak-hak dasar warga 

mestinya hadir paling dekat, proses deliberasi publik paling terasa, 

dan inovasi ekonomi lokal paling mungkin tumbuh berakar. Dalam 

kerangka desentralisasi Indonesia, desa diberikan kewenangan 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai 

prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat. Kewenangan tersebut 

bukan hadiah politis, melainkan prasyarat tata kelola yang 

menghormati keragaman konteks, memperpendek jarak layanan, 

dan memperluas partisipasi. Bab ini menelaah pilar-pilar 

pemerintahan desa yang efektif, yakni kewenangan desa beserta 

peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); siklus 

perencanaan dan penganggaran melalui RPJMDes, RKPDes, dan 

APBDes; mekanisme transparansi, audit sosial, dan kontrol 

masyarakat; serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dalam ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.  
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Bagian 15 — Masa Depan Desentralisasi 

Indonesia 

 

 

“Masa depan tidak untuk diprediksi, melainkan untuk 

dirancang.”— Catatan kebijakan. 

 

Desentralisasi Indonesia memasuki fase baru yang menuntut 

keberanian memilih prioritas dan kedisiplinan merajut kembali 

benang-benang tata kelola agar lebih luwes, tangguh, dan adil. Bab 

ini menatap ke depan melalui empat lensa yang saling mengikat. 

Pertama, harmonisasi regulasi dan penataan kelembagaan yang 

membuat kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota bekerja 

sebagai satu sistem hidup. Kedua, ketahanan daerah terhadap 

perubahan iklim dan fiscal resilience yang menormalisasi 

manajemen risiko melampaui musim bencana dan siklus politik. 

Ketiga, smart region sebagai integrasi mobilitas, energi, dan 

layanan dasar yang memanfaatkan data dan teknologi tanpa 

menanggalkan akuntabilitas serta keadilan. Keempat, peta jalan 

2030–2045 untuk evidence-based policy dan AI kebijakan yang 

sanggup mengubah cara kita belajar dari kebijakan, bukan sekadar 

memperindah cara kita melaporkannya. 
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Penutup 
 

 

Buku Desentralisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di 

Indonesia merumuskan satu benang merah: layanan yang adil dan 

efektif lahir dari keberanian berpikir ulang, disiplin mengukur, dan 

belajar bersama warga. Seluruh bab menyajikan peta kerja, bukan 

jargon—agar visi berubah menjadi keputusan, proses, dan 

perbaikan yang dapat diaudit. 

Keberhasilan diukur oleh outcome yang dirasakan warga: 

first-time success rate yang naik, waktu layanan dari ujung ke ujung 

yang kian singkat, keluhan berulang yang turun, serta kesenjangan 

hasil antarwilayah dan antarkelompok yang menyempit. 

Transparansi bernilai hanya jika terikat feedback loop yang jelas; 

data berguna bila menuntun prioritas, bukan sekadar menghiasi 

dasbor. 

Tata kelola adalah jantung perubahan. Kemitraan publik–

swasta harus berorientasi hasil, dengan output specifications, 

kontrak berbasis kinerja, serta perlindungan kedaulatan data 

melalui interoperability, open API, dan data portability. Peran LSM, 

komunitas, dan perguruan tinggi sebagai watchdog sekaligus mitra 

co-creation memperkuat akuntabilitas dan relevansi desain 

layanan. 

Teknologi memberi daya, etika memberi arah. Privacy by 

design, keamanan informasi, dan tata kelola algoritma (melalui 

algorithmic impact assessment dan model card) wajib ditegakkan. 
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Untuk menutup digital divide, terapkan layanan hybrid-by-default 

dengan antarmuka aksesibel serta offline fallback yang ramah. 

Perubahan memerlukan budaya belajar. Ciptakan 

psychological safety, kuatkan peran manajer menengah sebagai 

penggerak eksekusi, dan kelola portofolio inovasi dengan kriteria 

go/no-go yang tegas serta rencana handover yang jelas ke unit 

layanan. Horizon 2045 perlu diterjemahkan menjadi North Star 

Metrics yang sedikit namun berdampak, didukung mission 

portfolios dan pembiayaan yang selaras lintas level pemerintahan. 

Mari menukar retorika dengan ritme: tetapkan ukuran yang 

berarti, sederhanakan satu alur yang menyulitkan, pulihkan satu 

feedback loop, dan bagikan pelajarannya agar yang berhasil 

menular. Keberhasilan sah saat warga merasakan layanan yang 

lebih cepat, lebih jelas, dan lebih adil—hari ini. 
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